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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

[bookmark: _Toc132062282]	2.1 Penelitian Sebelumnya  
[bookmark: _Toc132062283]	     	Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian 	yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti 	sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang 	terdapat pada hasil peenlitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa 	saja kekurangan dan klebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.
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            1. Tujuan penulisan artikel ini untuk melihat Pengawasan Pemerintah Kota Medan Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan. Berdasarkan Pada Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis di Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan serta bekerjasama dengan Kepolisian Kota Medan. Jurnal ini mengangkat tentang proses penanggulangan Gelandangan dan Pengemis melalui Program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Rehabilitasi sosial pada dasarnya adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial 
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	dapat dilaksanakan secara persuasi, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti. Adapun metode dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode tahapan Group work secara general (Umum).
        2. Pengawasan Pengemis di Kota Serang merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Serang, fenomena penyakit masyarakat seperti pengemis di Kota Serang, tertuang dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Permasalahan penelitian ini, intensitasi pengawasan yang masih kurang, belum dilaksanakannya koordinasi dengan baik dan masih kurangnya pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada para pengemis di Kota Serang. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan dan mendeskripsikan pengawasan dalam menangani pengemis. Teori yang digunakan yaitu teori strategi pemantauan pengawasan menurut Joko Widodo (2016: 94) yang meliputi: pelaku pengawasan pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan dan jadwal pelaksana pengawasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengawasan belum berjalan baik dan masih terdapat masalah dalam sumber daya manusia, peralatan dalam pengawasan dan kurangnya anggaran.. Saran yang menjadikan rekomendasi peneliti yaitu, melakukan pengawasan ke panti sosial bina karya, menjaga dan meningkatkan koordinasi yang beum terjalin dengan baik antara instansi terkait, lebih awal merencanakan anggaran maupun peralatan yang di butuhkan untuk melaksanakan pengawasan dan menambah jadwal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengemis yang belum mendapatkan penanganan maupun yang sudah mendapatkan penanganan.  
  3. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan yang dapat rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, serta pencatatan dan pengolahan bahan kajian. Penelitian ini akan membahas cara penanggulangannya masalah gelandangan dan pengemis di kota Medan.
      4. Tujuan penulisan artikel ini untuk melihat pengawasan pemerintah Kota Medan menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan berdasarkan pada Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis di Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan serta bekerjasama dengan Kepolisian Kota Medan. Jurnal ini mengangkat tentang proses penanggulangan Gelandangan dan Pengemis melalui Program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Rehabilitasi sosial pada dasarnya adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasi, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti. Adapun metode dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode tahapan Group work secara general (Umum).
5. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup besar yaitu 1.582 jiwa, dengan rasio ketersediaan panti jompo yang rendah (1:8). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan angka kemiskinan dan kepadatan penduduk dari 3,74 juta menjadi 3,98 juta jiwa, sehingga jumlah gelandangan pengemis meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan pengemis tuna wisma di Rumah Pelayanan Sosial Tuna Wisma Mardi Utomo (PPSPGOT) Semarang pada setiap tahapan guna mengetahui indikator, faktor pendukung, dan kendala di lapangan sehingga dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan penanganan secara optimal. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi literatur, dokumentasi, buku, artikel, dan jurnal dari penelitian terkait dan data primer dari wawancara dengan panti asuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengemis gelandangan dilakukan melalui tahap pendekatan awal, tahap pemahaman dan pemahaman masalah, tahap pengembangan pemecahan masalah, tahap pemecahan masalah, tahap resosialisasi, dan tahap terminasi. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai tujuan kemandirian dan kesejahteraan. Kata kunci: penanganan gelandangan, berbasis panti asuhan, fungsi sosiaL.
Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya

	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	“Pengawassan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta”.
Zainal Fadri. 
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (2019)
	Jenis penelitian kualitatif deskriptif

	Lokasi penelitiannya berbeda yaitu di Yogyakarta

	2.
	“Pengawasan Pengemis Oleh  Dinas Sosial Kota Serang”.
Sandhi Ade Putra.
Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2018)
	-  Jenis penelitian kualitatif deskriptif
-  Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Pengawasan

	Locus yang diambil adalah pengemis
Lokasi penelitiannya berbeda yaitu di Dinas Sosial Kota Serang

	3.
	“Pengawasan Upaya Penanggulangan Gelandangan Di Kota Medan”.

	Fokus penelitianya sama yaitu Gelandangan
	Locus yang diambil adalah pengemis
Lokasi penelitiannya berbeda yaitu di Kota Medan

	4.
	“Pengawasan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Melalui Program Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan”.
M. Rafli Muhajir, Fajar Utama Ritonga.
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (2023)
	Fokus penelitianya sama yaitu Gelandangan dan Pengemis
	Lokasi penelitiannya berbeda yaitu di Kota Medan

	5. 
	“Pengawasan Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”
(Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang)
Maryatum.
Jurnal Ilmu Administrasi (2022)

	Fokus penelitianya sama yaitu Gelandangan dan Pengemis
	Lokasi penelitiannya berbeda yaitu di Kota Semarang



Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya berbeda karena lokasi, ruang lingkup, dan objek penelitiannya berbeda. Berdasarkan uraian diatas penelitian juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka 	penelitian peneliti ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

[bookmark: _Toc132062284]	2.2 Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc132062285]     	2.2.1 Pengawasan
       Menurut (Busro, 2018) dalam Aulia 2022 : 1282
Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan  organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, metode tertentu, dan tindakan perbaikan.

[bookmark: _Hlk135918472]        Menurut Siagian (2018 : 258) 
Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

       Menurut Robbin dalam Mukarom (2018:156) 
Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan peekrjaan organisasi.

       Menurut Sarwoto (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10) 
Pengawasan adalah kegiatan seorang administrator yang berusaha untuk menjelaskan pekerjaan sesuai dengan rencana atau hasil yang diinginkan yang dietapkan oleh dana.

       Menurut Inu Kencana Syafiie (2019: 167)
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

[bookmark: _Hlk135918951]Berdasarkan teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pengawasan adalah suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dikehendaki serta pengambilan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar pelaksanaan kegiatan.

	2.2.1.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan
	Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat yang dikutip Sopi dalam (Arya Wisnu Pratama, 2021:12) yaitu :
a.	Pencegahan dan koreksi kesalahan, penyimpangan, pelanggaran pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang telah ditetapkan.
b. Untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang diberikan tercapai secara efisien dan berhasil.






	2.2.1.2  Tahap - tahap Proses Pengawasan
Menurut Andri dan Endang (2019: 65-66), Ada lima Tahap-tahap proses pengawasan sebagai berikut :
1. Tahap Penetapan Standar
Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
         Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan laporan,  metode, pengujian, dan sampel.
4.	Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan         
     Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
5. Tahap Pengambilan Koreksi
Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.



	2.2.1.3 Manfaat Pengawasan 
Menurut Inu Andri dan Endang (2019: 67-68), Ada beberapa manfaat pengawasan, antara lain :
1.	Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.
2.	Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
3.	Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
4.  Untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan.
5.	Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak peru membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja.
6.	Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, transferensi atau counter-transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan.
7.	Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesiona yang  lebih baik.
8. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
9. Untuk memastikan kualitas pekerjaan.

	2.2.1.4 Prinsip-prinsip Pngawasan  
	     	Handayaningrat yang dikutip Sopi dalam (Arya Wisnu Pratama, 2021:12) 	mengemukakan bahwa :
a.	Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum.
b.	Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
c.  Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
d. Pengawasab harus didasarkan pada standar yang obyektif, menyeluruh, dan akurat.
e.  Pemantauan jalur terus menerus
f. 	Hasil pemantauan harus dapat memberikan umpan balik untuk implementasi,  perencanaan, perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

	2.2.1.5 Jenis-jenis Pengawasan
	Menurut Andri dan Endang (2019: 64-65), Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :
	1.  Pengawasan Intern dan Ekstern
	Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (Built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.
	2. Pengawasan Preventif dan Represif
	Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang teah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Stelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.
	3. Pengawasan Aktif dan Pasif
	Pengawasan dekat (Aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran.

	2.2.1.6 Karakteristik Pengawasan Yang Efektif 
Setiap pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat efektif. Kriteria-	kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan dengan benar, t	epat waktu, biaya yang efektif dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin 	terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif suatu sistem pengawasan. Menurut Handoko (2018 : 373-374), Kriteria pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat 
2. Tepat waktu 
3. Obyektif dan menyeluruh 
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan stategik
5. Realistik secara ekonomis 
6. Realistik secara organisasional 

	Penjelasan kriteria pengawasan yang efektif Menurut Handoko (2018 : 373-374) sebagai berikut :
   1. Akurat Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi. 
       2. Tepat waktu Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
       3. Obyektif dan Menyeluruh Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
       4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan- penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. 
5. Realistik secara ekonomis Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 
6.	Realistik secara organisasional Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
[bookmark: _Toc132062290]	2.2.2 Pengertian Pembinaan 
       Menurut Thoha (2019:10)
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan pengemis merupakan proses dimana subjek atau pengemis di upayakan agar berhenti dari kegiatan mengemis, namun kebisaaan mengemis ini sulit dihilangkan karena mental yang telah melekat dalam diri si pengemis, untuk itu pembinaan di tekankan pada upaya perubahan mental.

	Menurut Asmaya (2018:35)

Pembinaan menerangkan bahwa pada dasarnya ada dua macam bentuk pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian, yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua, pembinaan kemandirian yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan.



	Menurut Miftah Thoha (2022:7)

Pembinaan adalah hal yang akan dilakukan, langkah-langkah, hasil atau penegasan menjadi sebuah lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya berkembang, meningkat, perkembangan, perubahan yang menghasilkan bahwa atas dasar berbagai kemungkinan, memberikan kemungkinan, memberikan pengertian yang tertanam dalam diri seseorang agar menjadi lebih baik.

	Menurut Rizki Dwitanto Putro dan Joko Sutarto (2018:128)
 
Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. 

	Menurut Mangunhardjana (2019:12)

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, serta lebih efektif. Pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis: pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya, agar dapat memanfaatkanya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja. Oleh karena itu unsure pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan skill.


2.2.2.1 	Menurut Soerjono Soekanto (2018:35) Adapun Unsur-unsur Yang Terdapat Dalam Suatu Proses Pembinaan Karakter adalah sebagai berikut : 
1. Pembinaan karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk merubah perilaku, meningkatkan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 
      2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada yang dibinanya. 
		3. Terdapat unsur manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan).



	2.2.2.2 Menurut Winardi (2021:395) Tujuan Pembinaan Pengemis Pembinaan 	   Pada Dasarnya Bertujuan Untuk Membantu Orang Yang Dibina Agar :
	1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
	2. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya.
	3. Menemukan masalah hidup.
	4. Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaliknya diubah dan diperbaiki.
	Pembinaan terhadap pengemis dilakukan dengan tujuan : 
       1.	Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat. 
       2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati.
       3.	Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat. 
4.	Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat. 
5. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hokum yang dapat melindumgi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
       6.	Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

	2.2.2.3 Menurut Winardi (2021:375) Terdapat Sasaran Pembinaan Pengemis:  
        a. Anak yang berada di tempat umum yang prilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pantiasuhan.
	b. Gelandangan dan pengemis. 
       c. 	Pengguna jalan yang member uang dan ataubarang ditempat umum dengan alasan beramal dank arena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
	d.  Orang tua dan atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
e. Pelaku eksploitasi baik orangtua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak dibawah umur untuk turun kejalanan sebagai pengemis.

	2.2.2.4 Menurut Sudjana (2020:236) Terdapat Proses Pembinaan Pengemis:
	Proses pembinaan yang efektif dapat digambarkan melalui lima langkah pokok yang 	berurutan. Kelima langkah itu menurut sudjana adalah mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari dan menetapkan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah yang telah dipilih.
  		a.  Mengumpulkan informasi
 	Informasi yang dihimpun meliputi kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 
		b. Mengidentifikasi masalah 
     Masalah ini diambil dari informasi yang telah dikumpulkan dalam kegiatang melalui langkah pertama.
		c. Menganalisis masalah 
	Kegiatan analisis adalah kegiatan untuk mengetahui jenis-jenis masalah dan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut.Hal ini berguna untuk membantu pencarian solusi atas masalah yang dihadapi. 
	d. Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah
	Kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi alternatif upaya yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah, baru kemudian ditetapkan pemecahan masalah mana yang akan digunakan.
 		e. Melaksanakan upaya pemecahan masalah
  	Pelaksanaan upaya pemecahan masalah ini dapat dilakukan oleh Pembina. baik secara langsung maupun tidak langsung.


	2.2.2.5 Menurut Mangunhardjana (2018:14) Ada Tiga Fungsi Pokok Pembinaan,  		antara lain:
		1. Penyampaian Informasi dan pengetahuan 
		2. Perubahan dan pengembangan sikap 
		3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.
 	   	 Dalam pembinaan ke tiga hal diatas dapat diberi tekanan yang sama atau diberi 	tekanan yang berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Pembinaan mampu memberi bekal dalam situasi hidup dan kerja nyata orang yang menjalani pembinaan 	harus berssedia mempraktekan hasil pembinaannya.

2.2.2.6 	Menurut Azmi Mustaqim (2017:35-38) Ada Beberapa Upaya Dalam Memberikan Bantuan Kepada Pengemis Berdasarkan Karakteristik Pribadi Pengemis sebagai berikut:
	1) Tingkat Ekonomi Rendah
		Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, balai rehabilitasi sosial melakukan beberapa cara, diantaranya adalah memberikan pelatihan ekonomi. Namun balai rehabilitasi perlu mengidentifikasi pengemis terlebih dahulu. Selanjutnya setelah identifikasi ini dilakukan, ialah memberikan pelatihan berwirausaha, misalnya dengan melatih mereka bekerja mandiri melalui program-program keterampilan yang disediakan balai. Pelatihan ini tidak hanya pada saat tahap rehabilitasi, melainkan juga saat pengemis telah dilepas. Pada tahap pelepasan, balai rehabilitasi memberikan bekal pelatihan yang dipersiapkan untuk menguatkan pelatihan yang telah didapatkan sebelumnya, yakni melalui program persiapan dan pelatihan kerja atau magang. Selain itu mereka juga diberikan pelatihan kebutuhan dasar, yakni bagaimana memanajemen penghasilan, mengatur kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. 
	2) Tidak Memiliki Pekerjaan 
		Salah satu upaya yang dilakukan balai rehabilitasi adalah membina seseorang untuk siap bekerja. Yakni dengan program keterampilan las, pertukangan, perkayuan, pertanian, tata boga, kerajinan tangan. Dengan memberikan bekal pelatihan yang aplikatif dalam arti bisa dilakukan segera, diharapkan pengemis memiliki kesadaran dan mau untuk berusaha mandiri. Warga binaan yang dilepas didampingi untuk mendapatkan pekerjaan, diantaranya adalah dengan magang ke beberapa perusahaan serta tempat-tempat usaha rumah tangga. Balai rehabilitasi menggunakan jejaring kerja yang dimilikinya untuk menyalurkan warga binaan. Selain memberi kesempatan untuk magang dan bekerja mandiri, balai rehabilitasi juga bekerjasama dengan pemerintahan untuk mengikutsertakan warga binaan dalam program transmigrasi. Melalui program transmigrasi, balai rehabilitasi berharap mantan warga binaan bisa bekerja sebagaimana mestinya di lokasi transmigrasi. 
	3) Pendidikan Rendah 
		Untuk menjembatani permasalahan ini, program edukasi juga disediakan di balai rehabilitasi. Dengan memberikan kelas-kelas edukasi, diantaranya kelas agama, kelas bela Negara, kelas kedisiplinan dan kelas sosial. Namun banyaknya warga binaan yang telah memasuki masa dewasa, banyak diantara mereka enggan mengikuti program ini. beberapa diantara mereka hanya mengikuti program-program kegiatan yang sifatnya praktik yakni keterampilan-keterampilan yang telah tersedia. 
	4) Tidak Memiliki Tempat Tinggal 
		Upaya yang dilakukan balai rehabilitasi dalam hal ini salah satunya adalah mengikutkan warga binaan pada program transmigrasi. Diharapkan dengan program transmigrasi, mantan warga binaan akan memiliki tempat tinggal yang layak dan juga mampu bekerja secara mandiri. Pilihan lain yang disediakan oleh balai adalah, menampung mereka di balai rehabilitasi sepanjang kapasitas memenuhi. Penampungan ini sifatnya hanya sementara sampai warga binaan secara sukarela meninggalkan balai. Pilihan ini terkadang menjadi problem tersendiri bagi balai rehabilitasi. Dan problem ini belum bisa dicarikan solusi yang tepat. Disisi lain membiarkan mereka kembali hidup dijalanan sama dengan menyuburkan gelandangan, namun ketika membiarkan mereka selamanya tinggal di balai juga menyalahi aturan.
	5) Hidup Bebas Tanpa Aturan 
		Pembinaan yang dilakukan oleh balai dalam hal ini adalah pembinaan kedisiplinan, pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pelatihan etika. Pembinaan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan melibatkan anggota TNI dan juga Polri. Diharapkan setelah mereka keluar dari balai rehabilitasi, mereka menjadi warga yang taat pada aturan hukum maupun nilai-nilai etika yang dianut masyarakat umum. 
	6) Kemalasan 
		Dalam menyelesaikan problem ini balai rehabilitasi memberikan dorongan kepada warga binaan untuk selalu dan senantiasa mengikuti program-program balai. Dengan seperti ini sedikit demi sedikit mereka akan tergerak untuk menghilangkan rasa malas. Selain itu adanya program pelatihan keterampilan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk mengurangi kemalasan. 
		Proses pembinaan diatas dilakukan oleh instruktur bersama dengan warga binaan, sesuai dengan karakteristiknya, karena setiap karakter yang berbeda akan berpengaruh pada proses dan pemberian pembinaan yang ada.

	2.2.3 Gelandangan
Menurut Yuzrizal dan Romi Asmara dalam Entang Sastra Atmadja (2020:19)
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman. Gelandangan ialah sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih dijumpai dalam kedaan yang tidak lazim, seperti dikolong jembatan, disepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api ataupun di setiap emeperan toko, dan dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya. 



Menurut Ali dan Wirosardjono dalam Zainal Fadri (2019:5)
Gelandangan berasal dari gelandangan yang berarti selalu mengembara. Gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi, dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyrakat kota.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 (2019)
Gelandangan adalah orang yang hidup dalam kedaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tetentu dan hidup mengembara di tempat umum.



	2.2.4 Konsep Gelandangan 

	Konsep gelandangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tinggal di jalanan atau tempat-tempat umum, seperti : taman, trotoar, atau bangunan terbengkalai. Istilah sering kali digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang mengalami kemiskinan esktrem, kehilangan pekerjaan, kekurangan tempat tinggal atau masalah kesehatan mental. Mereka sering kali menghadapi keterbatasan finansial, tidak adanya tempat tinggal, serta kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, dan pekerjaan.
	Konsep gelandangan sangat kompleks dan dapat bervariasi dari satu negara atau kota ke negara atau kota lainnya. Berikut beberapa konsep yang terkait dengan gelandangan:
       1. Kemiskinan: Banyak gelandangan hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan, rumah, atau keluarga mereka karena berbagai alasan, seperti pengangguran, masalah kesehatan mental, atau ketergantungan pada zat adiktif.
2.	Kesehatan mental dan penyalahgunaan zat: Banyak gelandangan menghadapi masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis atau tidak dirawat dengan baik. Penyalahgunaan zat juga sering terjadi di antara populasi gelandangan, karena adanya kecenderungan untuk menggunakan zat tertentu sebagai pelarian dari situasi sulit mereka.
3. 	Homelessness (tidak memiliki tempat tinggal): Salah satu ciri utama gelandangan adalah mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka mungkin tinggal di jalanan, tempat penampungan sementara, atau ruang umum seperti taman atau stasiun kereta api.
4. Akses terbatas terhadap sumber daya: Gelandangan sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan, air bersih, sanitasi, perawatan medis, dan layanan dasar lainnya. Mereka sering mengandalkan sumbangan dari masyarakat atau lembaga amal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5.	Stigma sosial: Gelandangan sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Masyarakat umum sering kali melabeli mereka sebagai malas, penjahat, atau individu yang tidak berharga. Stigma ini dapat menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan atau menerima bantuan dari masyarakat.
       6. Upaya penanganan dan rehabilitasi: Banyak pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja untuk mengatasi masalah gelandangan dengan menyediakan tempat penampungan, layanan rehabilitasi, pelatihan kerja, dan bantuan lainnya. Upaya penanganan gelandangan sering melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu.

[bookmark: _Toc132062291]	2.2.5 Pengemis
Menurut Zainal Fadri (2019:4)
Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dri orang lain.



	2.2.6 Konsep Pengemis 

	Konsep pengemis mengacu pada individu atau kelompok yang meminta-minta secara teratur sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, atau uang. Pengemis seringkali dianggap sebagai bagian dari populasi yang kurang mampu atau terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Konsep pengemis adalah istilah yang mengacu pada individu yang meminta-minta atau memohon belas kasihan orang lain untuk mendapatkan bantuan finansial atau barang-barang yang dibutuhkan. Pengemis seringkali berdiri di tempat-tempat umum, seperti : persimpangan jalan, pasar, atau area wisata dan mereka meminta uang atau barang dari para pengunjung atau pejalan kaki.
	Pengemis dapat ditemui di banyak negara dan kota di seluruh dunia, meskipun tingkat dan sifat pengemisan dapat bervariasi. Beberapa pengemis mungkin benar-benar membutuhkan bantuan finansial atau dukungan sosial, sedangkan yang lain mungkin terlibat dalam pengemisan sebagai pekerjaan atau cara untuk menghasilkan pendapatan tanpa mempertimbangkan opsi lain.
	Persepsi dan sikap terhadap pengemis bervariasi di masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa simpati dan bersedia memberikan bantuan kepada pengemis, sedangkan yang lain mungkin skeptis atau merasa terganggu oleh keberadaan mereka. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan tertentu untuk mengatur atau membantu populasi pengemis, seperti menyediakan perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, atau bantuan perumahan.
	Penting untuk diingat bahwa setiap individu yang terlibat dalam pengemisan memiliki kehidupan dan cerita yang unik. Beberapa di antaranya mungkin mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan mental yang menyebabkan mereka terdorong untuk meminta-minta. Namun, ada juga orang-orang yang memanfaatkan ketidakberuntungan orang lain atau terlibat dalam praktik penipuan dengan menggunakan pengemisan sebagai penutup.
	Secara keseluruhan, konsep pengemis melibatkan pertanyaan yang kompleks tentang kemiskinan, ketimpangan sosial, dan cara-cara untuk mengatasi tantangan ini di masyarakat. Upaya terkoordinasi antara pemerintah, organisasi nirlaba, dan individu dapat membantu memberikan solusi jangka panjang yang lebih baik bagi mereka yang terlibat dalam pengemisan, termasuk upaya untuk mengatasi akar permasalahan yang mendorong mereka menjadi pengemis.

[bookmark: _Toc132062292]    	2.2.7 Menurut Afif Ambar Prabowo (2019:22) Terdapat Ciri-ciri Karakt         Gelandangan dan Pengemis, diantaranya yaitu: 
                1. Tidak memiliki tempat tinggal, kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara  di tempat umum. 
2.	Hidup dengan penuh ketidakpastian, para gelandangan dan pengemis hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.
3.	Hidup di bawah garis kemiskinan, para gelandangan dan pengemis tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung. 
4.  Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak
5. Memakai baju yang compang camping, gelandangan dan pengemis biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil. 
6. 	Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba. 
7. Meminta-minta di tempat umum, seperti terminal bus, cafe, warung kopi, di rumah-rumah atau di toko-toko.

[bookmark: _Toc132062293]	2.2.8	Menurut Maghfur Ahmad (2022:3) Faktor-faktor Munculnya 				Gelandangan dan Pengemis :
		        1. Masalah Kemiskinan
Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati. 
	  	       2. Masalah Pendidikan 
Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.
	          3. 	Masalah Keterampilan Kerja 
Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan memintaminta.
	          4. 	Masalah Sosial Budaya 
Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan. 
  5. 	Masalah Harga Diri 
Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar. 
		       6. 	Masalah Sikap Pasrah Pada Nasib
Sikap pasrah dan menerima nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak.
7. 	Kebebasan dan Kesenangan Hidup Menggelandang
Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan.

[bookmark: _Toc132062294]	2.3 Kerangka Pemikiran
	Kerangka Pemikiran Menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Dalam rangka pemikiran ini penulis akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran akan mempermudah pemahaman dalam mencermati arah-arah pembahasan dalam penelitian ini yang disertai dengan paradigma penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas antara variabelpenelitian. Kerangka pemikiran ini pun disusun berdasarkan hasil pada telaah teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya.

	Berikut ini adalah kerangka pemikiran Pengawasan dari Teori Manullang 	(2018:184) dibawah ini :
		1) Menetapkan Alat Pengukur (Standart) 
Bila kita hendak mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai atau standar. Alat ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat pengukur yang dipergunakan oleh atasan untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai pekerjaan bagi bawahan pada umumnya terdapat pada rencana secara keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Agar alat penilaian itu diketahui oleh bawahan maka alat penilaian itu harus dijelaskan terlebih dahulu kepadanya, ini memang perlu dilakukan karena dengan cara tersebut maka para bawahan mengetahui tujuan yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya. Bila hal ini tidak diketahui maka mereka akan mereka-reka kemana kegiatan itu harus diarahkan. Untuk mencapai maksud yang sama yakni bawahan mampu memahami standar yang dipergunakan oleh atasannya, sehingga standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar kesepakatan bersama.      
2) Mengadakan Penilaian (Evaluate) 
	Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik.
		Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui beberapa cara, yaitu : 
		Dari laporan tertulis yang disusun oteh bawahan, baik laporan rutin maupun laporan istimewa, maksudnya pengawasan yang khusus ditujukan kepada hal-hal yang bersifat istimewa didalam perusahaan tersebut. Langsung menghubungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan. Memperoleh hasil pekerjaan dengan Cara pertama, yaitu laporan tertulis dari bawahan, bagi pimpinan kadang-kadang sulit untuk menentukan mana hasil yang berupa kenyataan dan mana hasil yang berupa pendapat. Dengan kata lain, laporan tertulis dapat disusun oleh bawahan, dan dapat saja dilaporkan melebihi hasil yang dicapai oleh bawahan atau juga dapat dilaporkan melebihi hasil sesungguhnya yang dicapai. Selanjutnya mungkin sekali laporan disusun tidak seluruhnya dimuat dalam laporan tersebut. 
		Cara kedua pimpinan tidak selalu mempunyai waktu untuk mengunjungi bawahan atau berwawancara dengan bawahan, mengingat aktivitasaktivitas yang lain, mengingat jarak dan lain sebagainya. Kelemahan cara pertama dapat diatasi dengan memberikan bimbingan atau pedoman-pedoman dalam menyusun laporan. Cara kedua dapat diatasi dengan mengangkat pembantu pimpinan yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi dibentuk suatu badan pengawasan yang bertugas mendapatkan suatu laporan hasil pekerjaan bawahan dengan jelas. Bila standar maupun pekerjaan bawahan sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaianpenilaian. Jadi pimpinan dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang nyata dengan standar, sehingga perbandingan tersebut dapat dipastikan adanya tindakan penyimpangan. 
	3)   Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action) 
	Fase terakhir dilaksanakan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama yang harus kita analisa adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi faktor penyebabnya maka barulah diambil tindakan perbaikan


















PROSES
Langkah-langkah pengawasan :
1. Menetepkan alat pengukur (standar)
2. Mengadakan penilaian (evaluate)
3. Pengambilan Tindakan Perbaikan
(Corrective action)

M.Manullang
(2018 : 184)
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Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran Penelitian


Terwujudnya Kota Cirebon Tanpa Gelandangan dan Pengemis  

     







